BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH FIKIH
DAN WALI ‘ADAL

A. Konsep Kaidah Fikih

1. Pengertian Kaidah Fikih

Kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab o-\rfbd‘ (al-ga‘idah) dalam

bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah al-gawa‘id. “Kaidah” bisa berarti
banyak hal. Dalam ilmu hitung, ia berarti “rumus”. Dalam ilmu khat — yaitu

ilmu yang mempelajari seni penulisan huruf-huruf Arab — ia berarti “pola”. Ia

o 1 -
bisa juga berarti “pondasi” untuk rumah (==} 33£0), “kota besar” dalam
s o 8 -’ A -
sebuah negara (oM e4sB), dan “landasan” untuk pesawat terbang ( sisls

5 s\al)). Secara umum, kesemuanya berarti “dasar”. Sedangkan secara istilah,

kaidah berarti ketentuan umum yang bisa diterapkan pada perkara-perkara

yang tercakup di dalamnya.'

! Louis Ma’luf, al-Munjid i al-Lugah wa al-A ‘lam, (Beirut: Dar el-Machreq Sarl, Cet. XXX,
1988), 643

14
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Dalam kajian hukum Islam, kaidah memiliki pengertian yang
berbeda-beda. Menurut Imam as-Subki, kaidah ialah:’
G QB 13 28 Lo I 5 10 (S0 00

“Perkara global yang bisa ditcrapkan pada bagian-bagian yang banyak
yang mana bisa dipahami hukumnya dari perkara tersebut. 7

Ulama usul berpendapat bahwa yang dimaksud kaidah adalah:’®
0 L8 500 £ .03 EX - ‘. g"’ ws
e S D08 Gl s B 5 oS>

“Peraturan umum yang mencakup pada semua bagiannya supaya
diketahui hukum-hukumnya berdasarkan aturan umum tersebut.”

Sedangkan ulama fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
kaidah adalah:*

Lo o8, 0 E o L0 Y Tos 7.8 o ¥ " Eofd ©Eal

e Lol u,..mufv.\m‘;@u.}a.,gg;\ ) O.L;n(._ir

“Aturan pada vmunmya atau kcbanyakan yang membawahi bagian-

bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang dicakupnya berdasarkan
aturan umum tersebut.”

“Fikih” (Q:Lji\) berarti pengetahuan, pemahaman, kecerdasan dan

keahlian terhadap sesuatu. Secara istilah, a/-figh berarti ilmu tentang hukum-

hukum syari’ah beserta dalil-dalilnya yang terperinci.5

2 Taqiyyuddin ‘Abdul Wahhab as-Subki, al-Asybah wa an-Naza’ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2001), 11 _

3 Muhammad Sidqi ibn al-Burni, al/-Wajiz fi Idah al-Figh al-Kulliyyat, (Beirut: Mu’assasah ar-
Risalah, 1983), 13; lihat juga dalam asy-Syaykh Ahmad ibn asy-Syaykh Muhammad al-Zarqa’, Syar}
Qawa’id al-Fighiyyat, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 33

* Ibid, 14

5 Ma’luf, al-Munjid, 591
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Kata “kaidah” dan “fikih” sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “kaidah™ berarti rumusan asas yang
menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil.® Sedangkan “fikih”
berarti ilmu tentang hukum Islam.’

Dari pengertian di atas, bisa diambil kesimpulan sederhana bahwa
kaidah fikih adalah ketentuan umum yang bisa diterapkan untuk menentukan
hukum perkara-perkara yang tercakup dalam ketentuan tersebut. Mayoritas
ulama setuju dengan pengertian ini, namun dengan redaksi yang berbeda-
beda.

Menurut ‘Ali Ahmad an-Nadawi, kaidah fikih adalah:®

Gt U 08 g U0 alliel i 13 (e 1S5

“Patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya, dari
aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah
cakupannya.”

Menurut Muhammad Abu Zahrah, kaidah fikih adalah:’

E

a}zo.:;x}‘./)‘fl;é‘;ll@ra}fk;}“‘:\/A‘/&:)h(\g‘;‘-ﬁ\a’;o)o’/

“Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas
yang mengumpulkannya.”

® Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, (J akarta: Balai
Pustaka, Cet. I1I, 2005), 489

7 Ibid,, 316

§ < Ali Ahmad an-Nadawi, a/-Qawa‘id al-Fighiyyat, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 43

® Muhammad Abu Zahrah, Usd/ al-Figh, (tt.: Dar al-Fikr al-* Arabi, ttt.), 10
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Jaih Mubarok menyimpulkan tiga unsur yang terdapat dalam kaidah
fikih:"’

a. Kaidah adalah patokan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan
hukum bagi persoalan-persoalan yang belum diketahui hukumnya.

b. Kaidah bersifat aglabiyyat atau aksariyyat (general). Oleh karena itu,
setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (a/-mustasnayat).

c. Tujuan pembentukan kaidah fikih adalah untuk mempermudah
penyelesaian suatu sengketa atau kasus-kasus di masyarakat.

Dalam Formulasi Nalar Figh, kaidah fikih dimaknai secara panjang
Jebar:"!

Kaidah fikih adalah scjenis rumusan-rumusan hukum yang bersifat
umum dan dibentuk berdasarkan adanya ‘illat atau karakteristik persoalan.
Atau dengan kata lain, kaidah fikih merupakan rumusan general dari beragam
persoalan hukum yang banyak jumlahnya dan memiliki kesamaan ‘illat dan
karakter hukum, serta berfungsi menjadi rujukan dalam menelaah persoalan-
persoalan lain yang mempunyai ‘illat serupa. Karena sifatnya yang umum
dan general, maka kaidah-kaidah itu kemudian dikenal sebagai rumusan
hukum yang bersifat kulliyyah (universal), walaupun terkadang ada sebagian
permasalahan yang menjadi pengecualiannya.

Kaidah fikih juga dikenal dengan istilah al-Asybah wa an-Naza’ir.
Bahkan istilah ini dijadikan sebagai judul oleh beberapa ulama’ untuk buku

yang membahas kaidah fikih yang mereka tulis. Di antaranya adalah buku a/-

1° Jaih Mubarok, Kaidah Figih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 5
" Abdul Haq, Formulasi Nalar Figh, Buku Satu, (Surabaya: Khalista, Cet II, 2006), 14
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Asybah wa an-Naza’ir karya Imam as-Subki, Ibnu Nujaym, dan as-Suyuti.

Istilah ini dikenal dari pesan ‘Umar RA kepada Abu Musa al-Asy‘ad'®:

r0r
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“ ..Pahamilah, sekali lagi pahamilah perkara-perkara yang kau tangani
di hadapanmu dari apa-apa yang tidak diterangkan dalam Qur’an dan Hadis.
Ketahuilah hukum-hukum yang serupa kemudian qiyaskanlah perkara-
perkara itu dengan Qur’an dan Hadis, dan berpeganglah dengan apa yang
menurutmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran...”

Dari pernyataan ini, sangat banyak kaidah fikih diciptakan dengan
pola pikir deduktif. Para fukaha melakukan eksplorasi atas dalil-dalil dan
kasus-kasus yang memiliki kemiripan ‘%//af, untuk kemudian merumuskan
kaidah-kaidahnya. Dari sini pula metodologi ¢iyas melahirkan ratusan
(bahkan ribuan) kaidah yang dirumuskan oleh fukaha dari generasi ke
generasi.

Namun demikian, kaidah bisa juga dibentuk dari nass, Qur’an maupun
Hadis. Di antaranya adalah lima kaidah dasar yang memiliki skala cakupan
yang menyeluruh (a/-gawa‘id al-khams al-kulliyyah), serta beberapa kaidah

yang punya cakupan yang cukup luas, tapi tak seluas yang pertama (al-

qawa ‘id al-aglabiyyah) yang bersifat mayorit as—representatifl3 .

12 Kisah ini dapat dibaca secara lengkap pada Muhammad al-Mu‘tasim Billah, Muqaddimah al-
Asybah wa an-Naza'ir li Jalaluddin as-Suyuti, (tt: Dar al-Kitab al-* Arabi, Cet. IV, 1998), 33

13 «Abdullah asy-Sya‘lani, Dirasah wa Tahqiq Kitab al-Qawa'id li Taqiyyuddin Abu Bakr al-
Hisni, Jilid I, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1991), 33
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Yang dimaksud a/-gawa’id al-khams adalah:
Al-umur bimaqasidiha (segala sesuatu tergantung tujuannya).
Al-yaqin la yuzal bi asy-syakk (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh
kebimbangan).
Al-masyaqqah tajlib at-taysir (kesulitan akan mendorong kemudahan).
Ad-darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).

Al-‘adah muhakkamah (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum).

2. Penerapan Kaidah Fikih

a.

Kaidah fikih memiliki banyak fungsi dan keutamaan, di antaranya'*:
Mempelajari  kaidah-kaidah fikih akan sangat membantu untuk
mengetahui status hukum beragam persoalan kontemporer yang sedang
dihadapi, di mana persoalan-persoalan itu tidak pernah terjadi pada masa
sebelumnya atau tidak pernah diterangkan hukumnya oleh ulama-ulama
terdahulu.

Mempelajari kaidah fikih sama saja dengan mempelajari bangunan-
bangunan terbentuknya hukum fikih. Hanya saja langkah yang ditempuh
berbeda. Ilmu kaidah fikih menggiring persoalan-persoalan juz’iyyah
(parsial-partikular) ke dalam bentuk kulliyyah (universal-fundamental).
Sementara ilmu-ilmu keislaman yang lain, umumnya menggiring setiap

persoalan dari sisi ku//iyyah menuju telaah secara juz’iyyah.

1 Dikutip dari Haq, Formulasi, Buku Satu, 18-19, selain itu bisa juga ditemui dalam asy-
Sya‘lani, Dirasah wa Tahqig, 37-38
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c. Ilmu kaidah fikih adalah sebuah studi keilmuan yang bersifat terbuka dan
tidak eksklusif, sehingga siapapun bisa dengan mudah mempelajari dan
mengaplikasikannya dalam kehidupan schari-hari. Kaidah fikih bisa
dipelajari, dikaji, dan diterapkan oleh siapapun yang ingin mengetahui
dan memahami prinsip dasar syari’at Islam.

Dari uraian di atas, ada peluang cukup besar untuk mengeksplorasi
kaidah-kaidah fikih secara bebas. Namun ada batasan-batasan tertentu yang
harus dipenuhi untuk memakai kaidah sebagai media untuk menggali
persoalan-persoalan hukum: pertama, harus mengetahui semua furu‘(cabang-
cabang) yang dikandung sebuah kaidah; kedua, harus mengetahui
mustasnayat (pengecualian-pengecualiannya); ketiga, mampu menemukan
persamaan dan perbedaan ‘//ar antara satu furu‘dengan furu’ lainnya'’.

Demikian pula dengan kaidah yang saat ini diteliti, yaitu:

“Pemerintah mengatur rakyatnya sesvai dengan kemaslahatan’.

Kaidah ini merupakan kaidah furu‘atau kaidah aglabiyyah ke 5 dalam
al-Asybah wa an-Naza’ir’® yang bersumber dari firman Allah dalam QS. al-

An’am ayat 152'":

13 Hagq, Formulasi, Buku Satu, 14

16 Jalaluddin ‘ Abdurrahman as-Suyufi, a/-Asybah wa an-Naza'ir, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965),
84

7 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur’an, al-Qur'an dan Terjemahnya,
(Madinah: Mujamma* al-Malik Fahd li Taba‘ah al-Mushaf asy-Syarif, 1998), 214
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“Janganlah kamu sekalian mendekati (mengelola) harta anak yatim
kecualf dengan cara yang paling baik...”

Secara eksplisit, teks ayat di atas memang hanya berbicara tentang
pengelolaan harta anak yatim. Namun secara implisit, pesan universal yang
dikandungnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki posisi seperti
wali yatim, di mana ia bertanggungjawab penuh terhadap harta dan
kemaslahatan si yatim, sekaligus akan dimintai pertanggungjawaban di
hadapan Allah SWT kelak. Jika diterapkan dalam konteks kepemimpinan,
maka seorang pemimpin harus mewujudkan stabilitas publik dan stabilitas
ukhrawi dalam kesadaran batinnya. Sehingga manipulasi kekuasaan tidak

pernah dan tidak akan ia lakukan.'®

Nabi SAW bersabda: AR

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. "’

Para pemimin, abdi negara, pegawai sipil atau militer, hakim, tokoh
masyarakat, dan lain sebagainya, hakikatnya hanyalah merupakan
representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidak lebih
dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan

kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Para pemimpin hanyalah

1® Haq, Formulasi, Buku Dua, 77

1% « Abdurra‘of al-Munawi, Fayd al-Qadir fi Syarh al-Jami’ as-Sagir jilid 4, (Kairo: Maktabah
Tijariyyah Kubra, 1956), 122; Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri, al-
Hawi al-Kabir, Juz XVIII, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1994), 4
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wakil akan pemenuhan hak-hak ummat, sehingga mereka wajib menjalankan
roda pemerintahan dengan baik.”

‘Umar RA pernah berkata:*'

220, 8 o- of
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“Aku memposisikan diriku terhadap harta Allah (baitul mal)
sebagaimana seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku butuh aku ambil,
jika aku berkelebihan aku kembalikan, jika aku tidak butulh aku menahan
diri”.

Dengan kata lain, dalam setiap kebijakan mengenai nasib umat Islam,
Khalifah ‘Umar selalu mengacu pada hal-hal yang lebih maslahat,
sebagaimana kewajiban wali kepada anak yatim. Sebagai seorang pemimpin,
‘Umar memiliki hak untuk menggunakan harta itu sebagai gaji, namun ia
hanya mengambil sekedar yang dibutuhkan. Jika tidak, maka ia tidak akan

meminta bagian apapun. Statement ‘Umar di atas dipertegas oleh Imam asy-

Syafii*%:

2

r—=J‘ e A dﬂ e ) (-L»U\ apA

-

® Hagq, Formulasi, Buku Dua, 76
2 as-Suyilti, al-Asybah wa an-Nazd'ir, 83; al-lmam Abu al-F ida’ al-Hafiz ibn Kasir ad-
Dimasyqi, 7afsir al-Qur'an al-‘Azim, Juz 1, (Beirut: Maktabah an-Nur al-‘Ilmiyyah, 1991), 430;
periksa juga dalam Muhammad ‘Ali as-Sabuni, 7afsir Ayat al-Ahkam, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Iimiyyah, tt), 315, dengan tambahan redaksi:
fzad Lt G oy sy s T o L.
“ .. Dan apabila aku kekurangan aku makan (dari harta itu) sepatutnya, dan ketika aku kelebihan

aku kembalikan lagi”
2 as-Suyuti, al-Asybah wa an-Naza'ir, 84
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“Peran pemerintah atas rakyatnya adalah sebagaimana peran wali
terhadap anak yatim’.

Menurut as-Suyuti, kaidah di atas memiliki beberapa cabang:®

a. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan bagian para mustahik (orang
yang berhak mendapat bagian) zakat apabila masing-masing mereka
memiliki tingkat kebutuhan yang sama.

b. Pemerintah tidak boleh memberhentikan pejabat dari jabatannya tanpa
alasan yang kuat.

c. Pemerintah tidak boleh menunjuk orang fasik (orang yang terang-
terangan melakukan perbuatan dosa) menjadi imam shalat.

d. Dalam menjatuhkan keputusan terhadap tawanan perang, apakah itu
dibunuh, dibebaskan, dijadikan budak, atau bebas dengan tebusan,
pemerintah tidak boleh mendasarkan keputusannya atas hawa nafsu, tapi
harus berdasarkan pertimbangan maslahat.

e. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dari gisas (hukuman
mati) tanpa alasan yang jelas.

f  Pemerintah tidak boleh mengawinkan perempuan dengan orang yang
tidak kufi’walaupun perempuan itu menginginkannya.

g. Pemerintah tidak boleh membagikan wasiat lebih dari 1/3 terhadap orang

yang tidak memiliki hak waris’*.

2 Ibid,



tanpa skala prioritas.

i. Pemerintah bolch membebaskan budak dengan harta Baitul Mal.

Pemerintah wajib memelihara aset-aset negara yang merupakan milik
rakyat, mengelola sesuai prosedur, dan mengalokasikan untuk kemaslahatan
seluruh rakyat. Di samping itu, wajib pula menciptakan rasa aman sehingga
rakyat merasa tenang dan terlindungi, termasuk dalam masalah perkawinan.
Segala keputusan yang diambil tidak boleh berdasarkan kepentingan pihak
tertentu, apalagi berdasarkan hawa nafsu, namun harus berdasarkan maslahat.

Kata ‘maslahat’ adalah kata bahasa Arab yang sudah menjadi suatu
istilah dengan pengertian yang luas. Secara etimologi maslahat itu seperti
manfaat, baik wazan maupun maknanya’®. Abdul Wahhab Khallaf
menegaskan bahwa apa saja yang membawa atau mendatangkan manfaat,

atau menolak madharat menurut pertimbangan akal sehat, itulah maslahat?’.

24 Dalam hukum waris Islam, orang yang hendak mati boleh memberikan wasiat kepada orang
yang bukan termasuk ahli waris, namun bagian wasiat ini tidak boleh lebih besar dari 1/3 harta waris.
Periksa dalam al-Imam Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas‘ud ibn Muhammad ibn al-Farra’ al-
Bagawi, al-Tahzib fi Figh al-Imam asy-Syafi7, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat, 1997), 65

25 Baitul Mal ialah lembaga yang mengurus keuangan negara dalam pemerintahan Islam.
Kekayaan Baitul Mal berasal dari (1) pajak; (2) rampasan perang; (3) harta yang tidak ada
pemiliknya; dan (4) harta orang murtad. Penggunannya untuk (1) membiayai tugas negara, seperti
gaji tentara, para pejabal negara, pembiayaan penjara, dil; (2) kepentingan publik, seperti
pembangunan jalan umum, penyediaan air minum, dll. Periksa dalam Azyumardi Azra dkk.,
Ensiklopedi Islam, Jilid 1, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 285

2% Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari‘ah al-Islamiyyah,
(Kairo: Mu’assasah ar-Risalah, Cet. II, 1997), 23

27 « Abdul Wahhab Khallaf, Masadir at-Tasyri* al-Islami ff ma la Nassa fih (Damaskus: Dar al-
Qalam, Cet. II1, 1972), 91



25

Secara sederhana ‘Ali Hasaballah mengungkapkan pengertian maslahat
secara terminologi syari‘at, yaitu meraih manfaat dan menolak mafsadat?®.

Kata “maslahat” pun sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang
artinya tidak jauh berbeda dari “manfaat.””® Umumnya orang mengerti
apabila kita mengatakan maslahat, maka yang dimaksud adalah kebaikan dan
keuntungan.

Dalam perwalian, maslahat diperuntukkan bagi perempuan yang akan
melangsungkan perkawinan (mawla ‘alayh). Hakim bisa menjadi wali dalam
perkawinan apabila wali nasabnya — agrab maupun ab‘ad — tidak ada atau
berhalangan. Namun hakim harus menolak perkawinan tersebut, walaupun
mawla ‘alayh tidak keberatan, apabila calon suami tidak kufu’
(setara/seimbang). Sebab dengan demikian hakim akan mengorbankan
maslahat perempuan itu sendiri.

Selain kaidah di atas, ada beberapa kaidah fikih lain yang bisa
diterapkan dalam perkara wali ‘adal Sebagai perbandingan, peneliti akan
membahas salah satu kaidah tersebut. Kaidah di bawah ini adalah kaidah

furu‘ke 32 dalam al-Asybah wa an-Naza’ir:*°

s o

s .° -l ’a‘/) ’o”
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“Perwalian khusus lebih kuat dari pada perwalian umum.”

2 < Ali Hasaballah, Usal Tasyri* al-Islami, (Kairo: Dar al-Ma’arif, Cet. V, 1976), 161
2 Bandingkan antara halaman 710 dan 720 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi I1I
30 as-Suyutl, al-Asybah wa an-Naza'ir, 83-84
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Kaidah ini scbenarnya terinspirasi dari hadis Nabi SAW?!:
4§15 Ly S

“Seorang sultan adalah wali anak yang tidak mempunyai wali
(sesungguhnya).”

Kata as-sultan pada awalnya hanya berarti orang yang menduduki
jabatan tertinggi (pimpinan Islam). Termasuk hakim sebagai pejabat
pemerintah. Sebaliknya, wali khusus adalah wali yang memiliki kekuasaan
atas harta atau pribadi orang-orang tertentu. Kekuasaan ini bisa diperoleh
karena sebab pertalian darah (nasab) maupun perwakilan (fawkil). Dalam hal
perkawinan, wali khusus memiliki kekuasaan atas pribadi mawii ‘alayh>*

Dengan pernyataan ini, maka dapat ditarik satu pemahaman bahwa
apabila masih ada seorang wali yang mempunyai wilayah khusus, maka
seorang hakim yang mempunyai kekuasaan umum tidak berwenang
melakukan hal-hal yang menjadi wewenang scorang wali khusus.*

Kaidah di atas bisa diterapkan dalam beberapa perkara:

a. Apabila wali khusus yang memenuhi syarat masih ada, hakim tidak boleh
menggantikan kedudukannya.

b. Wali khusus boleh mengawinkan mawl/a ‘alayh dengan laki-laki yang

tidak kufi’ atas izin mawila ‘alayh, tapi hakim tidak boleh.

31 al-Imam al-Hafiz Aba Dawad Sulayman ibn al-Asy*as as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Juz 11,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iimiyyat, 1996), 95

%2 as-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. IV, 1983), 127.

3 Abi al-Fayd Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, a/-Fawaid al-Janiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr,
Cet I, 1997), 568
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c. Wali khusus bisa menggugurkan hukuman mati (gisas) dan denda, tapi
hakim tidak bisa.

d. Apabila hakim mengawinkan scorang wanita karena wali gaib, sedangkan
pada saat yang bersamaan wali gaib mengawinkan wanita tersebut

dengan laki-laki lain, perkawinan yang terakhir inilah yang sah.

B. Konsep Wali ‘Adal

1. Pengertian Wali

Dalam al-Munjid, al-wali (i,[}li) berarti kekasih, teman, penolong,

tetangga, pengganti, pengikut, keluarga. Dengan kata lain ia adalah orang
yang dekat dengan kita dan terpercaya. la bisa juga berarti “orang suci’.
Apabila seseorang berkata: “Allah adalah walimu”, maksudnya adalah:
“Allah menjaga dan mengawasimu”; “wali anak yatim” berarti: “orang yang
menguasai urusannya dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhannya”.>*
Dalam kamus umum bahasa Indonesia “wali” adalah orang yang
menurut hukum (agama dan adat) dapat diserahi kewajiban untuk mengurus,

mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan.

Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan pc:rlindungan.3 5

3 Ma'luf, al-Munjid, 919
3% W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),
1146
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Sedangkan menurut istilah, “perwalian” adalah pertanggungjawaban
tindakan pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada
di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi sescorang dan harta
kekayaan.36

Wali adalah seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas
terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi
pelindung, Sedangkan sescorang membutuhkan wali, untuk melindungi
kepentingan serta haknya lantaran ia tidak mampu berbuat tanpa tergantung
pada pengaruh orang lain.”’

Dari al-Qur’an dan Hadis, kita bisa memahami bahwa keberadaan

wali sangat penting dalam sebuah perkawinan. Di antaranya dalam QS. al-

Bagqarah ayat 232%%

J)fajb;..g::}:o\j \)\UPJ)‘ P&JO\S:,';‘,M, "l.ls
“..Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin
(lagi) dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang makruf...”
Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali. Apabila

perkawinan boleh dilaksanakan tanpa keberadaan wali, maka larangan itu

tidak ada faedahnya.*

% Irfan Shidqon, Figii Munakahat, Juz 1, (Biro Pengembangan Perpustakaan dan
Pencrbitan. Fak.Syari ‘ah IAIN Sunan Ampel, 1991), 81; Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 11, 111

37 Hammudah Abd. al-*Afi, Keluarga Muslim, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 89-90.

3 al-Qur’an dan Terjemahnya, 56
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Menurut Quraish Shihab, ayat ini hanya berlaku untuk janda yang
ingin menikah lagi, bahwa — berbeda dengan gadis — wali tidak punya hak
untuk menghalangi perkawinannya.*’ Adapun pendapat Prof. Dr. Hamka
tentang ayat ini adalah sebagai berikut:*'

Di sinilalh perlunya pertimbangan matang dan pengertian baik di
antara wali dengan perempuan bersangkutan. Perempuan, baik janda apatah
lagi gadis perawan, tidak lagi dapat dihalangi mencari jodohnya sendiri di
zaman modern ini. Tetapi untuk muslihat (maslahat — pen.) nya di zaman
depan, dia tidak boleh mengabaikan pertimbangan manfaat dan mudharat

dengan walinya.

Dan dalam QS. Al-Bagarah ayat 221%%
T & L RN ASE G

“..Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman...”

Ayat ini ditujukan kepada para wali yang tidak boleh memberikan
izin menikahkan dan diwakilkan anak-anak mereka dengan seorang lelaki
musyrik.*

Pentingnya peran wali dalam sebuah perkawinan secara lebih tegas

dijelaskan oleh Hadis. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan**:

% Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), 93-94; Abu Bakr ‘Usman ibn Muhammad Syatta ad-Dimyati al-Bakri, Hasyiyah [‘anah at-
Talibin, Jilid 111, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iimiyyah, Cet. III, 2007), 517

““ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Volume I, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 469

' prof. Dr. Hamka, TafSir al-Azhar Edisi Revisi, Juz 11, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 303

2 al-Qur’an dan Terjemahnya, 53

“ A. Rahman I Doi, Karekteristik Hukum Islam dan Perkawinan, terj. Zainuddin, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, Cet. 1, 1996), 254

™ as-Sijistani, Sunan AbI Dawid, Juz 11, 95
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“Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka
pernikahannya batal (tiga kali). Jika suaminya telah mencampurinya, maka
dia (wanita) itu berhak mendapatkan malar karena dija sudah menganggap
halal farajnya. Lalu jika mercka (para walf) itu bertengkar, mtaka sultan-lah
yang menjadi wali bagi orang tidak mempunyai wali baginya.

Hadis ini menerangkan bahwa seorang wanita harus mendapat restu
dari walinya ketika ia menikah. Kecuali apabila para wali berselisih dan tidak
ada yang mau menikahkannya, maka perwaliannya jatuh ke tangan
pemt::rintah/hakim.45

Karena itulah mayoritas ulama berpendapat bahwa wali adalah
termasuk rukun perkawinan. Perkawinan tanpa wali tidak sah. Rukun yang
lain adalah calon suami dan calon isteri, dua orang saksi, dan sighat akad
nikah yang terdiri dari ijab dan qabul*®.

Ulama juga telah merumuskan syarat-syarat seorang wali. Menurut
as-Sayyid Sabiq, syarat wali dalam perkawinan sebagai berikut: 4

a. Merdeka

b. Berakal

45 Abi Ishaq Ibrahim, al-Muhazzab, Juz 11, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 35
4 Abdurrahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 46
47 Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 11, 111
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c. Balig
d. Islam, merupakan syarat tambahan apabila mawia ‘alayh juga beragama
Islam.

Adapun keadilan bukan merupakan syarat, sebab pada umumnya
setiap wali pasti menginginkan yang terbaik untuk mawla ‘alayh. Pendapat
ini disetujui oleh mayoritas ulama.*®

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat wali
tertuang dalam pasal 20 ayat 1 KHI yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai
wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni
muslim, aqil dan baligh.” Hal ini bisa dipahami sebab (1) perbudakan di
Indonesia sudah tidak berlaku; (2) KHI hanya digunakan sebagai dasar
hukum dalam menangani orang beragama Islam di Indonesia.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa saja yang bisa menjadi wali
dan bagaimana tingkatannya. Menurut mayoritas ulama, wali terdiri dari®:

a. Wali garib, yaitu keluarga dekat, termasuk ayah dan kakek.
b. Wali ba’7d, yaitu keluarga jauh, termasuk paman dan saudara.

c. Wali sultan/hakim.

48 Aba Muhammad ‘Izzuddin as-Salami, Qawaid al-Ahkam fi Measalih al-Anam (Beirut: Dar al-
Kutub al-*Iimiyyah, 1999), 55
* o\-Bakri, Hasyiyah [‘anah at-Talibin, Jilid 111, 516
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Sementara menurut Imam Syafi’i, wali terdiri dari*:

a. Ayah.

b. Kakek.

c. Saudara kandung scayah-ibu.

d. Saudara scayah.

e. Keponakan, yaitu anak saudara kandung seayah seibu.
f. Keponakan, yaitu anak saudara seayah.

g. Paman.

h. Saudara sepupu.

i. Hakim.

Menurut pendapat-pendapat di atas, wali selamanya adalah kerabat
laki-laki dari garis keturunan laki-laki yang dalam kewarisan termasuk
‘asabah. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa semua kerabat laki-laki —
bahkan wanita — bisa menjadi wali nikah. Menurutnya, wali diklasifikasi
bukan menurut garis keturunannya, namun seberapa dekat ia secara
psikologis dengan calon pengantin wanita.'

Berdasar klasifikasi di atas, apabila ayah tidak ada (meninggal/

menghilang tanpa kabar) atau berhalangan (kehilangan salah satu syarat),

30 Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 11, 117
1 Ibid.
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maka perannya digantikan oleh kakek. Kemudian oleh wali ab’ad, yaitu
saudara, keponakan, paman, dan seterusnya sampai jatuh ke tangan hakim.”

2. Kriteria Wali ‘Ada/

Dalam al-Munjid, ‘ada/ (J.aﬁ) berarti mempersempit, mencegah, dan

-
-
P

menghalang-halangi. “Adal terhadap wanita terkait perkawinan ( ol,l.!\ Jee

c‘}fﬂ\ ) berarti mencegah dan menahannya dari melakukan perkawinan

itu>

Sedangkan yang dimaksud dengan wali ‘adal adalah wali nasab yang
mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di
bawah perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai
layaknya wali yang baik.>*

Wali ‘adal seringkali terjadi ketika wali sudah memiliki calon suami
untuk mawla ‘alayh. Padahal apabila calon suami tidak kufu’, wali — bahkan
hakim - tidak boleh memaksakan perkawinan. Sebab wali akan
mengorbankan kemaslahatan mawla ‘alayh, dan ini bertentangan dengan
tujuan perwalian itu sendiri. Kecuali jika semua pihak — mawla ‘alayh dan

wali — setuju, sehingga tidak ada maslahat yang dikorbankan.

52 al-Bakri, Hasyiyyah I’anah al-Talibin, Jilid 1I1, 516

53 Ma'luf, a/l-Munjid, 511

54 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), 238
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Teori mengenai hak wali untuk memaksa (#fbar) dan wali mujbirtidak
dikenal dalam KHI. Namun ada beberapa pendapat ulama tentang ini.
Menurut Imam asy-Syafi‘i, yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah,
kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir ini diperuntukkan bagi wanita
yang masih perawan baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa.”

Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah
semua wali nasab. Namun wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang
belum dewasa dan gila. Sebab mereka tidak mampu menentukan mana yang
baik, sehinggga wali dituntut berperan sangat dominan, demi kepentingan
mereka sendiri.>®

Menurut Imam Ibn Hanbal dan Imam Malik yang berhak menjadi wali
mujbirhanyalah bapak saja. Orang lain boleh menjadi wali mujbir kalau telah
mendapat wasiat dari bapak. Dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh
diangkat menjadi wali mujbirkalau bapak dan hakim tidak ada.”’

Adapun wali mujbir dapat mengawinkan gadis yang ada dibawah
perwaliannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :**

a. Laki-laki pilihan wali harus kufir’.
b. Antara wali mujbirdan gadis yang bersangkutan tidak ada permusuhan.

c. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.

55 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
1982), 46

% Ibid.

%7 Ibid,

58 Mustafa Kamal Pasha, Fikif Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 260
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d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin tunai.
e. Laki-laki pilihan wali mujbir akan dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannya terhadap istri dengan baik.
Kafa’ah, selain sebagai syarat jjbar, juga memang dianjurkan oleh
agama, walaupun tidak termasuk syarat sah®. Kafa’ah adalah hak pengantin
perempuan dan walinya, karena perkawinan yang seimbang dan serasi akan

memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian®. Nabi bersabda:®'

0 -
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“Perempuan dikawini karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan

kedudukannya (nasabnya), namun utamakanlah agamanya, maka kau akan
beruntung.”

Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa yang dimaksud kafz’ah
adalah diz atau kualitas keagamaan. Namun kriteria kaf2’ah berbeda-beda di
antara para ulama. Perbedaan ini timbul karena perbedaan pemahaman
mereka terhadap hadis di atas. Sebagian memperselisihkan apakah
kecantikan, harta, dan nasab termasuk dalam din sehingga harus dipenuhi

ketika memilih pasangan. Sementara sebagian yang lain memperselisihkan

apakah kriteria kaf2’ah hanya terbatas pada empat hal tersebut.*

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Grup,
2007), 141

% Ghazali, Figh Munakahat, 96-97

6! \mam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 111, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iimiyyat, Cet IV, 2008),
429

© Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa
Nihdyah al-Muqtasid, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iimiyyah, 1996), 227-228
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Di bawah ini adalah daftar kritcria kafa’ah menurut para ulama:®
a. Din (agama). Yang dimaksud “agama” bukan hanya kesamaan agama

semata, namun juga kualitas keagamaan seseorang. Hal ini berdasarkan

hadis™:

-

e 0 e e 5 5 (G B o b 3

“Sesungguhnya Rasulullah mengulang perkawinan putri beliau,

Zaynab, dengan Abd al-‘As ibn al-Rabi’ dengan mahar yang baru dan
perkawinan yang baru.”

Abu al-‘As adalah menantu Nabi, suami Zaynab. Dalam riwayat
Ahmad, ia masuk Islam enam bulan sctelah Nabi hijrah ke Madinah, dan
selama enam bulan itu pernikahannya dengan Zaynab dinyatakan batal.
Setelah memeluk Islam, ia mengikuti Zaynab ke Madinah dan barulah
Nabi bersedia mengawinkan mereka lagi.

b. Mahar m$l, yaitu kuantitas maskawin dalam adat istiadat suatu kaum.
Namun Imam asy-Syafi’i dan Malik berpendapat bahwa mahar mis/
hanya merupakan bagian dari kebiasaan (‘urfy dan bukan termasuk
kafa’ah.

c. Nasab, yaitu keturunan. Kriteria ini merupakan yang paling kontroversial.

Imam Ahmad tampaknya lebih menonjolkan ras Arab di atas yang lain,

63 gy
Ibid.
% Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Iimiyyat, 1993), 217
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terutama suku Quraisy. Menurut beliau, wanita Quraisy hanya kufi’
dengan lelaki Quraisy. Wanita Arab hanya kufu’dengan lelaki Arab yang
merdeka. Namun menurut Malik, budak laki-laki pun boleh mengawini
mengawini wanita Arab. Kemulyaan seseorang tidak terletak pada garis
keturunannya, namun pada tingkat kctakwaannya, sesuai QS al-Hujurat

ayat 13:%

rli'mm .\.;(._'{,ﬁ ...

“ .. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di
sisi Allah adalah yang paling bertakwa ...”

d. Kesehatan dan kelengkapan anggota badan.

e. Kekayaan, termasuk kuantitas harta dan kualitas pekerjaan. Harta
dibutuhkan ketika membayar mahar pada waktu akad dan dalam
kehidupan schari-hari berupa nafkah. Namun sebagian ulama berpendapat
bahwa kekayaan bersifat fluktuatif, dan wanita yang baik tidak menuntut
kesenangan dan kemewahan, schingga kekayaan tidak bisa dianggap
sebagai ukuran kafa’ah.

Selain kaf’ah, ada beberapa pertimbangan lain yang dibenarkan oleh

syara‘bagi wali untuk menolak menikahkan mawla ‘alayh, yaitu:

65 al-Qur’an dan Terjemahnya, 847
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a. Calon suami jelek akhlaknya, berdasarkan hadis®:

, v

Sy 1l ) 150 Al 45 Ui 1 S ey
Apabila seorang laki-laki yang bisa kamu terima agama dan
akhlaknya datang melamar (anak-anak perempuanmu), maka
kawinkanlah dia, jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah
dan kerusakan yang berat.
Jika calon suami sudah baik agama dan akhlaknya, tidak ada
alasan bagi wali untuk menolak. Sebaliknya, jika buruk, wali dianjurkan

untuk menolak.®’

b. Mawl ‘alayh sudah dilamar orang lain, berdasarkan hadis®®:

° - - - ° 7 °o$ L 02 0 2%
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“Orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak
halal bagi secorang mukmin membeli barang yang sedang ditawar
saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar
saudaranya sampai dia meninggalkannya.”

Wali adalah orang yang berwenang untuk mengawinkan calon
pengantin perempuan dengan calon suaminya. Apabila calon suaminya

sudah kufi’, maka tidak ada alasan bagi wali untuk tidak

mengawinkannya. Apabila wali menolak, maka ia telah bertindak zalim

% Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 344-345

¢ Muhammad Jawwad Mugniyyah, Figih Lima Mazhab, Terj. Muhammad Afif, (Jakarta:
PT. Lentera Basritama, Cet. II, 1996), 350

68 a1-Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri an-Naysaburi, Sahil Muslim, Jilid V, (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. II, 2008), 42; al-Imam Muhammad, Naylul Authar Syarh Muntaga al-
Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar, Terj. KH. Adib Bisri Musthafa dkk., Juz IV, (Semarang: CV.
Asy Syifa, 1994), 440



39

dan disebut wali ‘adal Kewenangannya lalu beralih ke tangan hakim,
bukan ke wali ab’ad, sebab menghilangkan kczaliman adalah tugas
hakim.®
Dalam masalah perkawinan dan perwalian, hakim bertindak sebagai
pengganti dari wali. Hakim bisa menggantikan posisi wali dengan beberapa
kondisi. Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan7°:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali
tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang prosedur penetapan wali ‘adal

di muka pengadilan. Dalam buku I‘anah at-Talibin dijelaskan bahwa wali

bisa seketika ditetapkan ‘adal/ oleh hakim, apabila ia menunjukkan itikad

tidak baik dengan bersembunyi/tidak hadir pada waktu proses peradilan
sedang berlangsung.”' Namun menurut al-Qalyubi dan ‘Umayrah, wali baru

dapat ditetapkan ke ‘ada/annya setelah ia menyatakan sendiri keengganannya

di hadapan hakim.”

% Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz IV, 227-228

7 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia. 2008), 8

" al-Bakri, Hasyiyah I‘anah at-Talibin, Jilid 111, 317

72 Syihabuddin Ahmad al-Qalyubi dan Syihabuddin Ahmad ‘Umayrah, Hasyiyata al-Qalyubi wa
“Umayrah, Juz 111, (Beirut: Dar al Kutub al-‘Iimiyyah, Cet. V, 2008), 342



